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PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI 

KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK YANG 
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat

BUPATI PACITAN,

bahwa Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai 
kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik 
rokok yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah 
paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria 
penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu 
pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan; 
bahwa sehubungan terdapat perubahan data penerima 
bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau 
dan/atau buruh pabrik rokok yang berpengaruh pada 
jangka waktu, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 
2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan 
Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau Dan 
Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan, perlu diubah; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 
Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau 
dan Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950



tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani 
Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari 
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan 
(Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 2);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG 
TUNAI KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH 
PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL 
CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok 
Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Pacitan 
(Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 2), diubah, sehingga 
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Besaran BLT-DBHCHT adalah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu 
rupiah) per orang/bulan.

(2) Besaran BLT-DBHCHT sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diberikan 
paling banyak 6 (enam) bulan dalam setahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 22 - 2 - 2024

BUPATI PACITAN 

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 22 - 2 - 2024

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 28
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